
Nomor SOP SOP/BBKKP/4.2/19

Tanggal Pembuatan 25 Januari 2018

Tanggal Revisi 20 Maret 2019

Tanggal Efektif 20 Maret 2019

Revisi 1

Disahkan Oleh Kepala Bidang PASKAL

Dibuat Oleh Kepala Seksi Sertifikasi

BADAN PENGKAJIAN, KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK

LEMBAGA SERTIFIKASI BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK (LS-BBKKP)

Nama SOP

Dasar Hukum   Kulaifikasi Pelaksana

1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.

2 Keputusan Kepala Balai Besar  Kulit, Karet dan Plastik tentang Pembentukan dan Kedudukan Lembaga Sertifikasi

Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (LS BBKKP)

Keterkaitan   Peralatan / Perlengkapan

1

2

3

4

5

Peringatan   Pencatatan dan Pendataan

Kepala 

BBKKP

KaBid 

Paskal

Kepala 

Bidang 

PJT

KaBag 

Tata 

Usaha

Klien 

Tersertifikasi

Pihak 

Lain
Kelengkapan Waktu Output

1

1.1 F-KEL-1  Keluhan 

Perusahaan

10 Menit Disposisi

1.2 15 menit Disposisi dan 

Arahan

1.3 F/1.4/20    Undangan 

F/1.4/10    Notulen rapat

10 menit Disposisi

1.4 Tindak lanjut 

penyelesaian/ Surat 

penolakan

3 Hari Disposisi  dan 

bahan revisi

1.5  

F/1.4/10    Notulen rapat

1 Hari Surat keputusan

1.6 Surat keputusan 1 Hari

Keterangan

Apabila rapat yang dipimpin Kepala Bidang Paskal tidak dapat mengambil

keputusan, maka Kepala Bidang Paskal melaporkan kepada Kepala BBKKP untuk

memutuskannya. Kepala Bidang PJT mencatat keputusan yang ditetapkan.

Kepala Bidang PJT menyampaikan keputusan kepada klien tersertifikasi.

 Keluhan terhadap lembaga

Kepala Bidang PJT menerima keluhan secara tertulis dari klien tersertifikasi (F-KEL-

1), kemudian dicatat dan dikoordinasikan kepada Kepala Bidang PASKAL. 

Kepala Bidang PASKAL melakukan pengkajian jenis keluhan, kemudian melakukan

evaluasi terhadap keluhan tersebut, serta menindak lanjuti penyelesaian keluhan

apabila benar.

Kepala Bidang PASKAL mengundang rapat seluruh bagian terkait untuk membahas

dan menetapkan penyelesaian keluhan tersebut. Kepala Bagian Tata Usaha

merekam hasil rapat pada F/1.4/10

Apabila rapat memutuskan menerima keluhan tersebut, maka Kepala Bidang PJT

mengirimkan tindak lanjut penyelesaian keluhan kepada klien tersertifikasi. Apabila

rapat memutuskan tidak menerima, maka Kepala Bidang PJT mengirimkan surat

penolakan kepada klien tersertifikasi.

F-KEL-2,  Banding

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

F-KEL-1,  Keluhan Perusahaan

Keluhan,  Banding dan Perselisihan

F/1.4/20,  Undangan Rapat

F/1.4/09,  Daftar Hadir 

F/1.4/10,  Notulen rapat
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Kepala 

Bidang 

PJT

KaBag 

Tata 

Usaha

Klien 

Tersertifikasi

Pihak 

Lain
Kelengkapan Waktu Output

KeteranganNo Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

2

2.1 F-KEL-1  Keluhan 

Perusahaan

10 Menit Disposisi

2.2 15 menit Disposisi dan 

Arahan

2.3 F/1.4/20    Undangan 

F/1.4/10    Notulen rapat

10 menit Disposisi

2.4 Tindak lanjut 

penyelesaian/ Surat 

penolakan

3 Hari Disposisi  dan 

bahan revisi

2.5  

F/1.4/10    Notulen rapat

1 Hari Surat keputusan

2.6 Surat keputusan 1 Hari

3

3.1 60 menit Disposisi  

3.2 F-KEL-2  Banding Banding secara 

tertulis

3.3 Panel Banding

3.4 Disposisi

3.5 Surst 

Keputusan 

Banding
3.6 Disposisi

3.7 Disposisi

3.8

3.9 Rekaman 

Banding

Kepala Bidang PJT menerima keluhan secara tertulis dari pihak lain (F-KEL-1)

terkait klien tersertifikasi, kemudian dicatat dan dikoordinasikan kepada Kepala

Bidang PASKAL. 

Kepala Bidang PASKAL melakukan pengkajian jenis keluhan, kemudian melakukan

verifikasi dan evaluasi terhadap keluhan tersebut, serta menginformasikan secara

tertulis keluhan tersebut kepada klien tersertifikasi apabila benar.

Klien tersertifikasi memberikan pernyataan dan melakukan investigasi terkait

keluhan tersebut. Klien tersertifikasi menginformasikan pernyataan tersebut secara

tertulis kepada pihak lain yang mengadu dan LS BBKKP.

Apabila pihak lain yang mengadu tidak puas, maka Kepala BBKKP mengundang

pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan keluhan tersebut. Kepala Bagian Tata

Usaha mencatat keputusan yang ditetapkan.

 Keluhan pihak lain terhadap klien tersertifikasi

Kepala BBKKP meminta Kepala Bidang PJT untuk menyampaikan keputusan

kepada pihak lain dan klien tersertifikasi

Kepala Bidang PJT menyampaikan keputusan kepada pihak lain dan klien 

tersertifikasi.

 Banding

Kepala Bidang PJT menerima banding yang diajukan secara tertulis dari klien

tersertifikasi yang tidak puas atas keputusan sertifikasi yang dilakukan LS-BBKKP

Kepala Bidang PJT melaporkan kepada Kepala BBKKP tentang adanya banding

secara tertulis (F-KEL-2)

Kepala BBKKP membentuk Panel Banding yang anggotanya berjumlah 3 orang dan

imparsial/ netral dari masalah yang menjadi topik banding 

Panel banding mengadakan rapat. Keputusan penyelesaian banding disampaikan

kepada Kepala BBKKP

Kepala BBKKP membuat surat keputusan banding berdasarkan rekomendasi Panel

Banding dan disampaikan kepada KaBid Paskal dan Kabid PJT

Apabila banding ditolak, maka KaBid PJT mengirim keputusan banding dan

memerintahkan klien tersertifikasi untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut yang

diperlukan terhadap keputusan banding

Apabila banding diterima, maka KaBid Paskal mengkoordinir penyelesaian tindak

lanjut terhadap banding tersebut dan menyampaikan secara tertulis kepada klien

tersertifikasi

KaBid Paskal mendokumentasikan dan melakukan pemantauan terhadap

penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh pemasok atau lembaga

Rekaman banding disimpan dan dipelihara oleh Kepala Bidang PASKAL
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KeteranganNo Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

4

4.1 Disposisi

4.2 Disposisi

4.3 Keputusan 

Pengadilan

4.4 Dokumen 

perselisihan

 Perselisihan

Apabila penyelesaian banding tidak memuaskan salah satu pihak atau kedua belah

pihak, maka pihak yang tidak puas dapat melaporkan kasusnya kepada Pengadilan

Negeri Yogyakarta

Perkara perselisihan diselesaikan oleh Pengadilan dengan mengikuti prosedur yang

berlaku di Pengadilan

Keputusan Pengadilan harus ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang

berselisih

KaBid Paskal mendokumentasikan penyelesaian, perselisihan dan memantau tindak

lanjut dan keefektifannya


